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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

NOMOR 05  TAHUN 2013
TENTANG

BIAYA TRANSPORTASI JAMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

a. bahwa ibadah haji merupakan rukum '%slam yang
wajib dilaksanakan oleh setiap oarang islam yang
mampu menunaikannya;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan keringan
bagi jemaah scbagaimana yang diatur dalam Pasal
35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Penyeclenggaraan lbadah Haji, maka perlu
diatur biaya transportasi jemaah haji ;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana

1.

tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daecrah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4349);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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4. Undan_g‘Und'dng Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indoncsia Tahun 2004  Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 6(?,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844), sebagaima telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2009 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah
Peganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5061) ;

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pernerintah dan Kewenangan Provinsi
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140

Tambahan Lembaran Negara Republik | i
Nomor 4578); P ndonesia

10. Peraturan Femerintah Nomor 38 Tahun
Pembagian Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Dacrah Provinsi d i

¢ » dan Pem
Daerah ‘I(abupatcn,fl(ota (Lembaran Negaraegélta}t;?n
Indonesia  Tahun 2007 Nomor 82 'I‘amll;uh s
Lembaran Negara Republik Indonesia N(;rnor 473‘:’:}?)'an

2007 tentang
Antara Pemerintah,
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dacrah scbagaimana telah diubah-dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentert
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kcuangan
Daerah;

12. Kepulusan Mcnleri Agama Republik Indonesia Nomor
371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan [badah
Haji dan Umral sebagaimana telah diubab dengan
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
396 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 "_Tahun
2002 tentang Penyclenggaraan Ibadah Haji dan
‘Umrah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA

TRANSPORTASI JAMAAH HAJL

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.

2. Pemerintah Pusat, yang selanjulnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Necgara Republik Indonesia Tahun
1945

3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Lebong.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam
dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai
dengan persyaratan yang ditctapkan.

7. Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yan

5 gx.eliputlia pem}ainaan, pelayanan dan perlindungan ibadah haji g

. laya Penyelenggaraan ibadah Haji, yan i
BPIH, adalah sejumlah dana yané hgms c?iebl?i;il;t?{:h d\l,;ebm:
Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji. area

9. Transportasi adalah pengangkutan yang disedi .
Haji selama Penyelenggaraan Ibadah Haj%. takan bagi Jemaah

>
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10. Prosesi Pemberangkatan dan Pemul
rangkaian kegiatan dalam ran
asal ke embarkasi dan men
debarkasi ke daerah asal.

11. Pengawalan Jemaah Haji ad
jemaah haji dan barang ba

dan keamanan selama pe
haji.

angan Jemaah Haji adalah
gka mengantar jemaah haji daerah
yambut kedatangan jemaah haji darl

alah rangkaian kegiatan pengamanan
waannya untuk menunjang kelancaran
mberangkatan dan pemulangan ibadah
12. Daerah asal adalah Kabupaten Lebong tempat jemaah haji
melaksanakan proscsi keberangkatan ke embarkasi.

Embarkasi adalah bandar udara tempat pemberangkatan jamaah
haji ke Arab Saudi.

14. Debarkasi adalah bandar udara tempat pemulangan jamaah haji
dari Arab Saudi.

13.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji
ditctapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan
kenyamanan bagi jemaah haji agar dalam pelaksanaan ibadah haji
berjalan aman, tertib dan lancar.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Biaya transportasi jemaah haji yang diatur dalam Peraturan Dacrah ini
adalah :

a. Transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi
b. Transportasi jemaah haji dari debarkasi ke daerah asal

BAB IV
BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 4

(1) Biaya transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, dibebankan kepada APBD setiap tahunnya.

(2) Pemberian biaya transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGELOLAAN BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 5

Biaya transportasi jemaah haji sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 4
dikelola oleh SKPD vang membidangi sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya dan dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan setelah pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lebong.

Ditctapkan di Tubei
pada tanggal /1@ - /0 - 2013

BUPATI LEBONG,
0? 2
/7

#H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubel
pada tanggal /8 - s6- 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG

A

H. ARBAIN AMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2013 NOMOR .9Qs..

o ENERNTAR KASURATEN 304
BA"\F\“” TR '*'*'1-}.11157;"_:?

PENELAAH PRGUUR HUAUN
WO | HABLPATEN LEBONG
— N
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah
Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal /8- ‘o - 2013
BUPATI LEBONG,

i P

e

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 18 - /0- 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG

P

H. ARBAIN AMALUDDIN

-------
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 8 - 72 - 2013
BUPATI LEBONG,

Diundangkan di Tubei
pada tanggal (8 - /0 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG

H. ARBAIN AMALUDDIN
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